
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 78 TAHUN 2007 

TENTANG  

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN  

PENGGABUNGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan
penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan
dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga
perlu diganti;

Menimbang : 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

MEMUTUSKAN: . . . 
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MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA 

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN 
DAERAH. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau 
walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

 
7. Pembentukan . . . 
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7. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada 
wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah 
kabupaten/kota. 

8. Penghapusan daerah adalah pencabutan status sebagai 
daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. 

9. Penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang 
dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan. 

10. Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau 
kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. 

11. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan saran 
dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan 
otonomi daerah. 

12. Kajian daerah adalah kajian provinsi dan 
kabupaten/kota disusun oleh Tim yang dibentuk oleh 
kepala daerah untuk menilai kelayakan pembentukan 
daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif 
terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan 
penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki 
karakteristik tersendiri. 

13. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 

14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN DAERAH 
 

Pasal 2 
(1) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan 

beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan 
atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah 
atau lebih. 

(2) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau 
daerah kabupaten/kota.  

(3) Pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat berupa: 
a. pemekaran dari 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) 

provinsi atau lebih; 

b. penggabungan . . . 
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b. penggabungan beberapa kabupaten/kota yang 
bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda; 
dan  

c. penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) 
provinsi. 

(4) Pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 
a. pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 

(dua) kabupaten/kota atau lebih; 
b. penggabungan beberapa kecamatan yang 

bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang 
berbeda; dan  

c. penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 
(satu) kabupaten/kota. 

 
Pasal 3 

Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dapat dimekarkan 
setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan 
pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) 
tahun bagi kabupaten dan kota. 

 
 

Pasal 4 
(1) Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran 

provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota 
yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda 
harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik 
kewilayahan. 

(2) Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran 
kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan 
yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang 
berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, 
dan fisik kewilayahan. 

 
 

Pasal 5 
(1) Syarat administratif pembentukan daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: 
a. Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota 

yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi 
tentang persetujuan pembentukan calon provinsi 
berdasarkan hasil Rapat Paripurna; 

b. Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan 
keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon 

provinsi . . . 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 

provinsi tentang persetujuan pembentukan calon 
provinsi; 

c.  Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan 
pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat 
Paripurna;  

d. Keputusan gubernur tentang persetujuan 
pembentukan calon provinsi; dan 

e.  Rekomendasi Menteri. 
(2) Syarat administratif pembentukan daerah 

kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 
meliputi: 
a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang 

persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; 
b. Keputusan bupati/walikota induk tentang 

persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; 
c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan 

pembentukan calon kabupaten/kota;  
d. Keputusan gubernur tentang persetujuan 

pembentukan calon kabupaten/kota; dan 
e. Rekomendasi Menteri. 

(3) Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a 
diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar 
masyarakat setempat.  

(4) Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c berdasarkan aspirasi sebagian besar 
masyarakat setempat yang dituangkan dalam keputusan 
DPRD kabupaten/ kota yang akan menjadi cakupan 
wilayah calon provinsi sebagaimana dimaksud pada   
ayat (3). 
 
 

Pasal 6 

(1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, 
sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, 
pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat 
kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai 
berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Pemerintah ini.  

(3) Suatu . . . 


